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WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2012

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat
(1) Undang-undang  Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tidore
Kepulauan Tahun 2012;

Mengingat : 1.

2.

3.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara,
Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten
Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur
dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor  4421);
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4.

5.

6.

7.

8.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun  2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun  2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor  38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
20007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor  4737);
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9.

10.

11.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor
15 Tahun 2009 tentang Kewenangan Urusan
Pemerintahan Kota Tidore Kepulauan (Lembaran
Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2009
Nomor 96, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Tidore Kepulauan Nomor 76);

Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor
6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kota Tidore Kepulauan
Tahun 2005-2015 (Lembaran Daerah Kota Tidore
Kepulauan Tahun 2011 Nomor 107).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2012.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan.
5. Perangkat Daerah adalah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

Satuan Kerja Perangkat Daerah pada pemerintah Kota Tidore
Kepulauan selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

6. Kepala SKPD adalah kepala satuan Organisasi / Lembaga pada
Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Walikota dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan  yang terdiri dari Sekretariat
Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas daerah,
Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
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7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah
Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.

Pasal 2
(1) RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2010-2015.

(2) RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pedoman
penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Tidore Kepulauan Tahun 2012.

Pasal 3

(1) RKPD sebagaimana dimaksud Pasal 2 memuat materi pokok antara
lain sebagai berikut :
a.BAB I PENDAHULUAN.
b.BAB II TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2012
c.BAB III KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN PEMBIAYAAN

PEMBANGUNAN.
d.BAB IV KAIDAH PELAKSANAAN.
e.BAB V PENUTUP; dan
f.LAMPIRAN

(2) Uraian lebih lanjut materi pokok RKPD sebagaimana dimaksud ayat
(1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

Pasal 4
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang
mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.
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BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 17 Mei 2011
WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

ACHMAD MAHIFA
Diundangkan di Tidore
pada  tanggal 17 Mei 2011
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

KARTINI ELAKE

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TAHUN 2010 NOMOR 188.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,

Hj. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si
PEMBINA TK. I

NIP. 19660110 199211 2 001
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